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MOTTO

“ Manusia yang tidak pernah melemah ketika segalanya melawan akan tumbuh 

semakin kuat dan semakin kuat sampai segalanya senang bersamanya. Pada 

akhirnya ia memiliki semua kekuatan yang diinginkannya atau dibutuhkannya. 

Selalulah kuat maka anda akan menjadi lebih kuat.” (Christian D. Lardson, 1874-

1954)

“ Semangat dan ketekunan dapat membuat orang yang biasa-biasa menjadi lebih 

unggul; ketidakacuhan dan kelesuan dapat membuat orang yang lebih unggul 

menjadi biasa-biasa saja.” (William Ward)

“ Manusia adalah apa yang dipercayainya” (Anton Checkhov, 1860-1904)
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ABSTRAK

Dalam praktik penerapan peraturan-peraturan kepailitan di Indonesia masih 

mengalami berbagai  hambatan, salah satunya adalah adanya debitur-debitur yang 

memiliki itikad tidak baik dalam pelunasan utangnya yaitu dengan cara mengalihkan 

misalnya dengan cara melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk 

melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditur. Hambatan tersebut pada 

dasarnya sudah diantisipasi oleh peraturan kepailitan yang ada yaitu salah satunya 

dengan menyediakan instrumen yang dinamakan dengan actio pauliana. Actio

pauliana dalam praktiknya masih belum dimanfaatkan secara maksimal yang dapat 

dilihat pada beberapa putusan pengadilan. Mengingat pentingnya penerapan actio

pauliana sebagai instrumen yang disediakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

untuk melindungi kreditur kepailitan maka perlu untuk dilakukan kajian penelitian 

secara lebih mendalam yang dijabarkan dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan 

Kreditur Kepailitan Melalui Actio Pauliana”. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penulisan skripsi ini yaitu metode yuridis normatif yang didukung data empiris 

berupa hasil wawancara. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa 

sistem pembuktian dalam perkara actio pauliana pada dasarnya menggunakan hukum 

acara perdata yang berlaku secara umum, hanya saja ada sejumlah perbedaan seperti 

diantaranya pada pengadilan yang berwenang, jangka waktu penyelesaian perkara, 

pembuktiannya yang tidak sederhana, dan upaya hukum yang digunakan para pihak. 

Berdasarkan hasil analisis juga diketahui bahwa ada beberapa hal yang menjadi 

kelemahan  dari actio pauliana seperti ketidakjelasan pengadilan mana yang 

berwenang memutus perkara actio pauliana,  pembuktiannya yang tidak sederhana, 

tidak adanya tolak ukur itikad baik dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, 

legal standing kurator yang lemah, dan kemungkinan pengalihan aset ke pihak lain 

sehingga mempersulit kurator dalam melakukan pembuktian.

Kata Kunci : Perlindungan, Kreditur, Kepailitan, Actio Pauliana
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam lalu-lintas hukum (khususnya dalam hukum perjanjian) setidak-

tidaknya  ada dua pihak yang terikat oleh hubungan hukum itu yaitu pihak kreditur 

dan pihak debitur.1 Hubungan hukum  tersebut di satu sisi akan memberikan hak bagi 

pihak kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, dan di sisi lain akan 

membebankan kewajiban bagi kreditur untuk memenuhi prestasi tersebut. Namun di 

dalam praktiknya seringkali ditemukan suatu keadaan dimana debitur lalai untuk 

memenuhi kewajibannya. Kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya tersebut 

dinamakan dengan wanprestasi.2 Di dalam dunia perniagaan apabila debitur tidak 

mampu menjalankan kewajibannya untuk memenuhi prestasinya yaitu untuk 

membayar utangnya kepada kreditur (disebabkan oleh situasi ekonomi  yang sulit

                                                          
1 Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, Jakarta : PT. 

RajaGrafindo, 2000, hlm. 23.
2 Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadaan prestasi oleh debitur. Bentuk 

ketiadalaksanaan ini dapat terwujud dalam beberapa bentuk, yaitu;
1. debitur sama sekali  tidak melaksanakan kewajibannya;
2. debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya atau melaksanakan 

kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. debitur tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya;
4. debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan. 
Dikutip dalam Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Pada Umumnya, Jakarta : 

PT. RajaGrafindo Persada, 2003, hlm.69.
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atau keadaan terpaksa), maka telah disiapkan suatu “pintu darurat” untuk 

menyelesaikan persoalan tersebut, yaitu dikenal dengan nama lembaga “kepailitan” 

dan “penundaan pembayaran.” 3

Kepailitan itu sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa 

pailit yaitu suatu keadaan disaat debitur berhenti membayar (utang-utangnya) tetapi 

bukan  dalam arti bahwa si debitur  berhenti sama sekali untuk membayar utang-

utangnya, melainkan debitur tersebut pada waktu diajukan permohonan pailit berada 

dalam keadaan tidak membayar utang tersebut.4 Secara yuridis dalam Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004  tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang, kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan 

debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah 

pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur di dalam undang-undang tersebut. 5

Semakin berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat menyebabkan 

permasalahan mengenai utang piutang juga akan  semakin meningkat baik jumlah 

maupun kompleksitasnya dan keadaan pailit menjadi sesuatu yang bisa saja terjadi. 

Inilah yang menjadi alasan mengapa kehadiran peraturan-peraturan mengenai 

kepailitan menjadi suatu kebutuhan yang tak dapat dihindari. 

                                                          
3   Zainal Asikin, Op.Cit., hlm. 25.
4 C.S.T.Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang 

Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, hlm.  169.
5 Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan  

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara No. 131  Tahun 2004, Tambahan 
Lembaran Negara No. 4443, Pasal 1 angka 1.
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Di Indonesia peraturan-peraturan di bidang kepailitan sebenarnya telah 

mengalami perkembangan dengan melewati sejarah yang cukup panjang yaitu 

dimulai dari sebelum tahun 1945 dimana pada saat itu ada dualisme hukum kepailitan 

yang berlaku, hingga sampai pada saat ini sudah ada peraturan kepailitan yang 

berlaku secara nasional yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

Adanya dualisme hukum kepailitan yang berlaku pada saat itu menyebabkan 

berbagai kesulitan dalam praktik penerapan hukum kepailitan. Kesulitan-kesulitan 

tersebut  antara lain; banyak formalitas yang harus ditempuh, biaya tinggi, terlalu 

sedikit kreditur yang ikut campur dalam proses kepailitan, dan pelaksanaan kepailitan 

yang memakan waktu lama.6 Adanya kesulitan-kesulitan tersebut pada akhirnya 

menjadi alasan yang melatarbelakangi diundangkannya Faillissementsverordering

pada tahun 1905 melalui Stb.1905-217 dengan nama lengkap Verordening op het   

Faillissement en de Surseance van Betalin voor de Europeanen in Nederlands Indie

(Peraturan untuk Kepailitan dan Penundaan Pembayaran untuk Orang-Orang Eropa) 

dan dinyatakan berlaku tanggal 1 November 1906 berdasarkan Verordening ter 

invoering van de Faillissementsverordening (Stb.1906-348). Sutan Remy Sjahdeini 

mengatakan bahwa di dalam praktiknya de Faillissementsverordening relatif sedikit 

digunakan dikarenakan keberadaan peraturan tersebut di tengah-tengah masyarakat 

kurang dikenal dan dipahami serta sosialisasinya kepada masyarakat yang sangat 

                                                          
6  Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan, Bogor : Ghalia Indonesia, 2009, hlm.1.
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minim.7 Namun, peraturan inilah yang kemudian ternyata dinyatakan tetap berlaku   

setelah Indonesia merdeka yaitu  melalui Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang 

Dasar yang berbunyi “Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung 

berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini.” 

Seiring waktu berjalan bersamaan dengan berlakunya

Faillissementsverordening, tepat  pada tahun 1997 Indonesia menghadapi suatu 

gejolak  moneter dimana gejolak moneter itulah yang kemudian menjadi suatu batu 

ujian untuk mengevaluasi  kembali apakah Faillissementsverordening sudah mampu 

menjadi suatu peraturan kepailitan yang dapat mengakomodir segala kebutuhan  

penyelesaian masalah kepailitan secara cepat dan efektif. Faktanya pada saat itu 

untuk menghadapi terjadinya gejolak moneter yang jika tidak segera diselesaikan 

akan mengakibatkan dampak yang sistemik bagi keadaan perekonomian Indonesia, 

pemerintah Indonesia akhirnya mengambil keputusan untuk segera merevisi 

Faillissementsverordening. Inisiatif pemerintah untuk merevisi

Faillissementsverordening tersebut sebenarnya timbul karena ada “tekanan” dari 

Dana Moneter Internasional  (International Moneter Fund atau IMF) yang 

menganggap  peraturan kepailitan yang merupakan warisan pemerintahan kolonial 

Belanda selama ini kurang memadai atau tidak dapat memenuhi tuntutan zaman.8

                                                          
7 H.Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,

Bandung : PT. Alumni, 2006 , hlm.8.
8 Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 2004, hlm.5. 
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Akhirnya  pada tahun  1998 pemerintah Indonesia menetapkan PERPU Nomor 

1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan  yang 

kemudian ditetapkan menjadi undang-undang yaitu melalui Undang-Undang Nomor  

4 Tahun 1998. Undang-undang ini pun dalam perjalanannya mengalami perbaikan 

dan penyempurnaan  yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Tujuan dari pembentukan peraturan di bidang kepailitan itu sendiri sebenarnya 

adalah untuk mengatur hak-hak dan kewajiban debitur yang tidak dapat membayar 

hutang-hutangnya sekaligus mengatur hak-hak dan kewajiban dari kreditur.9

Diharapkan dengan adanya aturan-aturan di bidang kepailitan ini dapat  memberikan 

kepastian hukum seputar penyelesaian masalah hutang piutang yang seringkali terjadi 

dalam lalu lintas kegiatan bisnis. Hadirnya undang-undang kepailitan juga  

diharapkan  akan membantu terciptanya suatu kondisi yang kondusif dalam rangka 

mendukung berkembangnya  kegiatan perekonomian sekaligus  untuk mengantisipasi 

agar jika suatu saat terjadi berbagai hal yang mengakibatkan dampak buruk yang 

besar terhadap perekonomian Indonesia seperti halnya krisis moneter pada tahun 

                                                          
9 Sebagaimana dikutip oleh Jordan dari buku The Early History of Bankruptcy Law, yang ditulis 

oleh Louis E. Levinthal, tujuan awal dari hukum kepailitan digambarkan sebagai berikut: “All

bankruptcy law, however, no matter when or where devised and enacted, has at least two general 

objects in view  general. It aims first, to secure an equitable division of the insolvent debtor’s property 
among all his creditors, and in the second place, to prevent on the part of the insolvent debtor conduct 

detrimental to the interest of his creditors. In other words, bankruptcy law seeks to protect the 

creditors, first, from one another and, secondly, from their debtor. A third object, the protection of the 

honest debtor from his creditors, by means of discharge, is ought to be attained in some of the systems 

of bankruptcy, but this is by no means a fundamental feature of the law.” Adrian Sutedi, Op.Cit., hlm. 
29.
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1997, setidaknya kita sudah memiliki sarana hukum berupa undang-undang yang 

dapat memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian utang piutang tersebut, 

sehingga hal-hal demikian dapat segera ditanggulangi  dan tidak sampai 

mengakibatkan dampak sistemik yang lebih parah. Selain itu, kenyataan bahwa   

perkembangan perekonomian menuju ke arah pasar bebas menuntut adanya suatu 

mekanisme  penyelesaian utang piutang secara cepat, efektif, serta mampu 

memberikan perlindungan kepada kreditur dan debitur,  membuat pembentukan dan 

perubahan undang-undang kepailitan menjadi sebuah kebutuhan yang harus segera 

dipenuhi.

Namun, perubahan-perubahan peraturan kepailitan  yang terjadi di sisi lain 

justru membuktikan bahwa peraturan-peraturan kepailitan yang ada hingga saat ini 

dalam praktik pelaksanaannya masih mengalami berbagai hambatan  dan 

permasalahan dimana hambatan  dan permasalahan tersebut itulah yang kemudian 

menjadikan masalah kepailitan ini menjadi kurang populer terutama pada masa-masa 

berlakunya Faillissementsverordening. Banyaknya urusan  kepailitan yang tidak 

terselesaikan dengan tuntas, persidangan yang memerlukan waktu yang lama, tidak 

adanya kepastian hukum, dan   ditambah fakta bahwa banyak debitur curang yang 

meskipun telah dinyatakan pailit namun tetap tidak mendapatkan efek apapun dari 
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pernyataan pailit tersebut, adalah beberapa dari sekian banyak alasan mengapa pada 

akhirnya masalah kepailitan ini menjadi tidak populer.10

Hambatan dalam praktik pelaksanaan peraturan kepailitan salah satunya datang 

dari pihak debitur yang beritikad tidak baik atau yang tidak mempunyai keinginan 

untuk melunasi utang-utangnya, misalnya dengan cara melarikan semua harta 

kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para 

kreditur.11  Dengan adanya hambatan-hambatan ini maka tujuan dari adanya 

peraturan di bidang kepailitan itu sendiri menjadi tidak sepenuhnya tercapai terutama 

tujuan  dari peraturan atau undang-undang kepailitan modern yang lebih memberikan 

perlindungan kepada kreditur konkuren dalam memperoleh hak-haknya sesuai asas 

yang menjamin hak-hak kreditur dengan kekayaan debitur, yaitu pari passu pro rata 

parte.12 Hambatan-hambatan yang datang dari pihak debitur ini pada dasarnya sudah 

diantisipasi oleh peraturan-peraturan kepailitan baik yang berlaku saat ini maupun 

yang pernah berlaku sebelumnya. Salah satunya adalah dengan menyediakan suatu 

instrumen  yang dinamakan dengan actio pauliana. Secara teoritis, sebenarnya 

lembaga actio pauliana dalam kepailitan hadir  untuk melindungi para kreditur dari 

                                                          
10 Gunawan Widjaja, “Refleksi Sepuluh Tahun  UU Kepailitan dan Antisipasi Dampak Krisis 

Moneter Global : Kapasitas dan Efektifitas Pengadilan Niaga”, Sumber:
http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/28109513.pdf, diakses pada tanggal 7 November 2012.

11 Ibid.
12 R.Suyatin, Hukum Dagang I dan II, Jakarta : Pradnya Paramita, 1983, hlm. 264 sebagaimana 

dikutip dalam Siti Anisah, “Studi Komparasi terhadap Perlindungan Komparasi Terhadap 
Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitur dalam Hukum Kepailitan”, Sumber:  
http://law.uii.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/5%20Siti%20Anisah.pdf, diakses pada tanggal 7 
November 2012.
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debitur pailit yang beritikad tidak baik dan mencegah dari tindakan sewenang-

wenang dari debitur pailit.13

Seperti yang diketahui bahwa setelah adanya putusan pailit, debitur dalam 

batas-batas tertentu masih dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum 

kekayaan sepanjang perbuatan tersebut akan mendatangkan keuntungan bagi  harta 

pailit.14 Namun dalam kenyataannya, alih-alih  melakukan perbuatan hukum untuk 

mendatangkan keuntungan bagi harta pailit, debitur-debitur tersebut justru malah 

melakukan perbuatan hukum tersebut dalam rangka mengalihkan harta kekayaannya 

agar tidak dikenakan sitaan umum. Perbuatan curang debitur-debitur ini bahkan 

dilakukan jauh sebelum mereka dinyatakan pailit.

Lembaga actio pauliana yang ada dalam kepailitan pada dasarnya merujuk 

pada ketentuan yang diatur di dalam pasal 1341 KUHPerdata. Hanya saja pengaturan 

mengenai actio pauliana yang terdapat dalam pasal 1341 KUHPerdata ini bersifat  

lebih luas dan juga mencakup hal-hal yang berada di luar kepailitan. Namun sekarang 

sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengaturan mengenai actio pauliana

untuk kepailitan ini dapat kita temukan di dalam Pasal 41-49 Undang-Undang Nomor 

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

tersebut. Actio pauliana di dalam undang-undang ini dapat diartikan sebagai upaya 

                                                          
13  M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan, Jakarta : 

Kencana Prenada Media,  2008, hlm. 349.
14  Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan (Edisi Revisi), Malang : UPT Penerbitan Universitas 

Muhammadiyah Malang, 2008, hlm. 112.
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hukum yang dilakukan oleh kurator untuk membatalkan perbuatan hukum si pailit 

yang dilakukan sebelum dinyatakan pailit untuk kepentingan si debitur pailit sendiri 

yang dapat merugikan kepentingan kreditur.15

Lima belas tahun sudah sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1998 tentang Kepailitan yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang, penerapan actio pauliana di dalam kepailitan nampaknya belum dapat 

berjalan dengan maksimal, padahal actio pauliana ini adalah instrumen yang penting 

dalam penyelesaian perkara kepailitan. Salah satu contohnya adalah dalam kasus 

Hj.Popy Indrajati, S.H.,M.Hum, Ketua Balai Harta Peninggalan melawan Wijiati 

(tergugat 1), Eka Noviana Limantro (tergugat II), Ratna Indrianti (tergugat III),  

Liembang Priyadi Daljono,S.H., (tergugat IV), dan Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten Blora (tergugat  V).16

Kasus ini diawali dengan dijatuhkannya putusan pailit atas Soeharsono oleh 

Pengadilan Niaga Semarang melalui putusan No.02/PAILIT/2006/PN.NIAGA.Smg 

pada tanggal 13 Juni 2006 dan bersamaan dengan putusan tersebut maka ditunjuklah 

Hj. Popy Indrajati, S.H.,M.Hum selaku kurator. Seusai dengan kewenangan kurator 

untuk melakukan pemberesan dan pengurusan atas harta debitur pailit, maka kurator 

tersebut hendak mengajukan pembatalan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh 

                                                          
15 M.Hadi Subhan, Op.Cit., hlm. 348.
16 Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Nomor 018 PK/Pdt.Sus/2007”, Sumber : 

http://118.96.193.109/undang-undang/admin/yurisprudensi/download_yurisprudensi.php?id=70,
diakses pada tanggal 29 Maret 2013.
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debitur pailit dengan tergugat I dihadapan tergugat IV, dengan objek berupa  sebidang 

tanah dan bangunan. Dalil yang diajukan oleh kurator tersebut adalah bahwa 

perjanjian  jual beli tersebut dianggap sebagai perbuatan yang hanya akan 

menguntungkan satu kreditur saja yaitu tergugat I karena objek sengketa  tersebut 

dijual dengan harga di bawah pasaran harga pasaran. Dalil tersebut juga didukung 

dengan fakta lain yaitu berupa jangka waktu transaksi jual beli yang menurut kurator 

sengaja dipersingkat sehingga terindikasi adanya  itikad tidak baik dalam melakukan 

transaksi jual beli tersebut. Meskipun menurut kurator tindakan tersebut telah 

memenuhi ketentuan tentang actio pauliana khususnya dalam Pasal 41 ayat (1) jo 

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 namun Pengadilan Niaga Semarang 

dalam amar putusannya menolak untuk mengabulkan gugatan yang diajukan kurator 

dan atas putusan tersebut dilakukan upaya kasasi oleh kurator ke Mahkamah Agung 

yang juga memutuskan untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan. Adapun 

yang menjadi alasan Mahkamah Agung dalam memutuskan demikian adalah bahwa 

kurator selaku penggugat tidak dapat membuktikan bahwa transaksi jual beli yang 

dilakukan dilakukan dengan itikad tidak baik untuk merugikan kreditur lainnya dan

terhadap tergugat I harus diberikan perlindungan hukum karena dianggap sebagai 

pembeli yang beritikad baik. 

Apa yang diharapkan melalui kehadiran actio pauliana sebenarnya adalah 

adanya suatu kepastian hukum akan perlindungan kreditur  khususnya terhadap harta 

kekayaan debitur yang kemudian akan digunakan untuk melunasi piutang mereka.
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Apabila ternyata actio pauliana ini dalam kenyataannya belum mampu memberikan 

kepastian hukum akan perlindungan kreditur, tentu akan berdampak pada kegiatan 

bisnis yang terus menurun aktifitasnya. Suatu perusahaan tentu tidak akan dengan 

mudahnya dapat begitu saja percaya untuk menjalin relasi dengan perusahan lain 

karena muncul suatu ketakutan akan kerugian akibat dialihkannya harta kekayaan 

debitur yang seharusnya digunakan untuk melunasi piutangnya. Menurunnya aktifitas  

bisnis akibat belum ada kepastian hukum terkait penyelesaian utang piutang tentu 

akan berdampak panjang terhadap kegiatan perekonomian suatu bangsa.

Mengingat pentingnya penerapan actio pauliana sebagai instrumen yang 

disediakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk melindungi kreditur kepailitan 

dalam rangka menciptakan iklim usaha yang baik dan sehat, maka perlu untuk 

dilakukan kajian penelitian secara lebih mendalam yang akan dijabarkan dalam 

skripsi yang berjudul “Perlindungan Kreditur Kepailitan Melalui Actio Pauliana”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian singkat dalam latar belakang di atas, maka 

permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sistem pembuktian terhadap suatu tindakan debitur dapat 

dinyatakan memenuhi  syarat-syarat berlakunya actio pauliana?

2. Apa yang menjadi kelemahan-kelemahan actio pauliana dalam memberikan 

perlindungan hukum kepada kreditur?



12

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai 

melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang sistem pembuktian terhadap 

suatu tindakan debitur yang seperti apa yang dapat dinyatakan memenuhi  

syarat-syarat berlakunya actio pauliana.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan-kelemahan actio pauliana 

dalam memberikan perlindungan kepada kreditur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat - manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini 

adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis :

a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum 

khususnya Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang, serta sebagai literatur tambahan dalam proses 

belajar mengajar.

b. Untuk melengkapi kepustakaan tentang kajian mengenai 

perlindungan kreditur kepailitan melalui actio pauliana.
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c. Untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan teoritis baru di bidang 

Hukum Perdata khususnya Hukum Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang.

d. Sebagai bahan kajian dan untuk pengembangan bagi peneliti lain 

yang akan membahas topik yang serupa.

2. Manfaat praktis :

a. Menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat terkait tentang  

masalah-masalah kepailitan khususnya mengenai actio pauliana

sebagai instrumen yang dapat memberikan perlindungan hukum 

bagi para kreditur.

b. Memberikan bahan dan informasi baru mengenai kepailitan kepada 

pemerintah sebagai dasar pertimbangan dalam membentuk berbagai 

produk hukum yang diharapkan dapat lebih memberikan proteksi 

dan kepastian hukum  kepada semua lapisan masyarakat terkait 

dengan masalah utang piutang.

c. Memberikan sumbangan pikiran bagi para praktisi hukum baik 

dalam pemecahan suatu kasus maupun  pengambilan keputusan  

yuridis yang terkait dengan masalah kepailitan.
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E. Kerangka Teori

Setiap manusia  baik warga negara maupun orang asing dengan tidak 

memandang agama atau kebudayaannya adalah subyek hukum.17 Menurut R.Soeroso 

pengertian subjek hukum satu diantaranya adalah  segala  sesuatu yang menurut 

hukum mempunyai hak dan kewajiban.18

Salah satu  hak yang dipunyai oleh subyek hukum adalah hak keperdataan. Hak 

perdata  tersebut dapat dibedakan menjadi hak absolut (ius in re) dan hak relatif (ius

ad rem).
19

Hak absolut adalah suatu hak yang berlaku dan harus dihormati oleh setiap orang, 

yang terdiri atas :20

1. Hak absolut atas suatu benda, disebut juga hak kebendaan (zakelijk recht)

yang diatur dalam Buku II KUHPerdata.

2. Hak absolut yang juga berkaitan dengan pribadi seseorang, disebut juga hak 

kepribadian (persoonlijkheids recht), misalnya hak untuk  hidup, hak untuk 

merdeka atas kehormatan dan nama baik, dan lain sebagainya.

3. Hak absolut yang berkaitan dengan orang dan keluarga, disebut juga hak 

kekeluargaan (familieheidsrecht), misalnya hak-hak yang timbul dari 

                                                          
17 Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika,  2007, hlm. 47.
18 R.Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 227-228.
19 Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 105.
20 Ibid., hlm. 105-106.
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hubungan hukum antara orang tua dan anak, antara wali dan anak, dan lain-

lain.

4. Hak absolut atas benda tidak berwujud, disebut juga hak immaterieel recht,

misalnya hak merek , hak paten , dan hak  cipta .

Selain hak absolut, dikenal juga hak yang dinamakan dengan hak relatif. Hak 

relatif yaitu merupakan semua hak yang timbul karena adanya hubungan perutangan 

sedangkan perutangan itu timbul  dari perjanjian, undang-undang, dan lain-lain.21

Terhadap semua hak yang demikian, hukum memberikan perlindungan kepada setiap 

pemegang haknya, termasuk kepada pemegang hak kebendaan yang sah.22

Suatu hak kebendaan (zakelijkrecht)  memberikan kekuasaan langsung atas 

suatu benda, dapat dipertahankan terhadap siapapun yang bermaksud mengganggu 

hak tersebut, dan siapa saja wajib menghormati pelaksanaan hak itu.23

                                                          
21 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata : Hukum Benda, Yogyakarta : Liberti, 2008, 

hlm. 24. 
22 Menurut Pasal 499 KUHPerdata, kebendaan diartikan sebagai tiap-tiap barang dan tiap-tiap 

hak yang dikuasai oleh hak  milik.Berkenaan dengan konsep perlindungan hukum itu,  Philipus M. 
Hadjon mengemukakan suatu teori yang menyatakan bahwa perlindungan hukum pada dasarnya 
terbagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan  hukum represif dan perlindungan hukum preventif. 
Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya 
suatu sengketa misalnya sebelum Pemerintah menetapkan suatu aturan atau keputusan, rakyat dapat 
mengajukan keberatan, atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Perlindungan 
hukum represif yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap 
pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya yang biasanya dilakukan melalui  
pengadilan. Dikutip dalam Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia,

Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 3, dalam Anak Agung Ayu Diah Indrawati, “Perlindungan 
Konsumen dalam Pelabelan Produk Pangan”, Sumber
:http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-376-95861053-final%20tesis.pdf, diakses pada
tanggal 5 Februari 2013.

23 Rachmadi Usman, Op.Cit., hlm. 106.
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Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa hak kebendaan itu bersifat mutlak, 

dimana dalam hal gangguan oleh orang ketiga pemilik hak kebendaan tersebut dapat 

melaksanakan haknya terhadap siapapun juga yang mengganggunya dan orang 

pengganggu ini dapat ditegur oleh pemilik hak kebendaan tersebut berdasarkan hak 

kebendaan   itu.24

Pada hak-hak kebendaan ini, hukum memberikan hak kepada pemegang hak 

kebendaan untuk melakukan berbagai macam  actie jika terdapat gangguan atas 

haknya misalnya dengan melakukan penuntutan kembali, mengajukan gugatan  yang 

bertujuan untuk menghilangkan gangguan-gangguan  atas haknya, gugatan untuk 

meminta ganti rugi, dan gugatan tersebut dapat dilaksanakan terhadap siapapun yang 

menganggu haknya sementara pada hak perorangan, pemegang hak hanya dapat 

mengajukan haknya terhadap pihak lawannya (wederpartij).25

Dalam hak kebendaan dikenal berlakunya suatu asas yang dinamakan dengan 

asas perlindungan.26 Asas perlindungan ini dapat terlihat salah satunya pada hak milik 

(eigendom) yang merupakan bagian dari hak absolut yang berupa hak kebendaan. 27

                                                          
24 Ibid., hlm. 107. 
25 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op.Cit., hlm. 27.
26 Rachmadi Usman, Op.Cit., hlm. 112.
27 Hak  kebendaan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam yaitu :

1. Hak kebendaan yang memberi kenikmatan, seperti misalnya bezit (hak menguasai), 
eigendom (hak milik), Hak Memungut Hasil, Hak Pakai, dan Hak Mendiami.

2. Hak kebendaan yang memberi jaminan, seperti misalnya : Hak Gadai (pandrechts),
Hipotik.

Dikutip dalam Departemen Keuangan, “Hukum Benda”, Sumber :
http://www.bppk.depkeu.go.id/webpkn/index.php?option=com_docman&amp;task=cat_view&amp;gi
d=32&amp;Itemid=32, diakses pada tanggal 6 April 2013.
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Kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak 

memberikan perlindungan untuk mengembalikan suatu kebendaan hak milik yang 

berada dalam kekuasaan orang lain dimana perlindungan tersebut diberikan dalam 

bentuk gugatan atas hak milik yang lazim dinamakan dengan gugatan revindikasi.28

Dengan adanya perlindungan yang diberikan hukum kepada para pemegang hak 

yang sah untuk mempertahankan haknya, lantas bukan berarti hukum memberikan 

legitimasi kepada para pemegang hak tersebut untuk bertindak tanpa ada batas. Tentu 

saja ada kewajiban-kewajiban tertentu yang  melekat pada hak-hak tersebut yang 

harus dijalankan oleh para pemegangnya sebagai wujud dari pembatasan itu sendiri. 

Tujuan dari adanya pembatasan tersebut tak lain adalah untuk  melindungi 

kepentingan pihak lain, seperti misalnya dalam hak milik. Sesuai dengan ketentuan 

Pasal 570 KUHPerdata, kepada pemegang hak milik  diberikan keleluasaan dan 

berbuat bebas sepenuhnya terhadap kebendaannya itu sesuai dengan hak yang 

dipunyainya, misalnya menikmati, menjual, menggadaikan dan lain sebagainya.29

Namun, tidak hanya hak untuk berbuat bebas sepenuhnya  yang diberikan oleh 

undang-undang. Ada pembatasan tertentu dalam  menikmati hak milik atas 

kebendaan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 570 KUHPerdata yang 

menyatakan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu 

kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan 

                                                          
28 Rachmadi Usman, Op.Cit.,hlm. 246. Dasar dari gugatan revindikasi dapat ditemukan dalam 

Pasal 574 KUHPerdata yang menyatakan bahwa tiap-tiap pemilik sesuatu kebendaan, berhak untuk 
menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, akan  pengembalian kebendaan itu dalam keadaan 
beradanya.

29 Ibid., hlm. 184.
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kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalah dengan undang - undang atau peraturan 

umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak 

menganggu hak - hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi 

kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas 

ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 570 KUHPerdata dapat diketahui 

pembatasan-pembatasan  dalam menikmati hak milik atas sesuatu kebendaan yaitu; 

undang-undang atau peraturan umum lainnya yang ditetapkan oleh lembaga yang 

berwenang untuk menetapkannya, tidak mengganggu hak-hak orang lain, dan 

kemungkinan adanya pencabutan hak milik (onteigening) dengan alasan demi 

kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan disertai pembayaran 

ganti kerugian yang wajar dan layak.30

Pembatasan kewenangan pemegang hak agar tidak merugikan hak orang lain ini 

juga berlaku dalam suatu perjanjian utang piutang yaitu terhadap kewenangan debitur 

selaku pemegang hak atas kebendaan miliknya yang menjadi jaminan akan pelunasan 

utang-utangnya, khususnya dalam hal debitur tersebut sedang dalam proses 

kepailitan.

Sebagaimana diketahui, salah satu tujuan dari hukum kepailitan adalah untuk 

melindungi para kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan 

dengan asas jaminan yang menurut hukum Indonesia diatur dalam Pasal 1131 
                                                          

30 Ibid., hlm. 230.
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KUHPerdata yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka 

dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitur.31 Pasal 1131 KUHPerdata 

menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang , baik bergerak maupun tidak 

bergerak , baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari , 

menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan . Dengan demikian berarti 

seluruh kebendaan milik debitur menjadi jaminan bagi semua kreditur dan apabila 

debitur tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya kepada kreditur, maka segala 

kebendaan milik debitur tersebut akan dijual kepada umum dan terhadap hasil 

penjualan benda tersebut akan dilakukan pembagian di antara para kreditur secara 

seimbang dan sesuai dengan besarnya  piutang masing-masing.32

Jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut 

semua harta kekayaan debitur dan sebagainya disebut dengan jaminan umum dan 

para krediturnya mempunyai kedudukan yang sama, termasuk dalam memperoleh 

pelunasan piutang tidak ada yang lebih didahulukan di antara mereka. Para kreditur 

ini disebut juga dengan kreditur konkuren.33

Selain kreditur konkuren dikenal juga kreditur yang dinamakan dengan  

kreditur preferen dan separatis. Kreditur preferen (yang diistimewakan), yaitu 

kreditur yang oleh undang-undang semata-mata karena sifat piutangnya mendapatkan 

                                                          
31 Adrian Sutedi, Op.Cit., hlm. 29.
32 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia, Jakarta : PT. 

RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 75.
33 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op.Cit., hlm. 45.



20

pelunasan lebih dahulu, sementara kreditur separatis adalah kreditur pemegang hak 

jaminan kebendaan seperti gadai, hipotik, tanggungan, dan fidusia.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap hak-hak warga 

negaranya, misalnya melalui ketentuan-ketentuan dalam suatu undang-undang,   

merupakan kewajiban dari negara yang harus dipenuhi sebagai negara yang menganut 

paham kesejahteraan atau yang disebut dengan  negara kesejahteraan (welfare state).

Indonesia adalah sebagai suatu negara yang termasuk dalam kategori negara 

kesejahteraan dan telah merumuskan hukum dasar (grundnorm) untuk mewujudkan 

kesejahteraan umum yaitu dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, dan dicantumkan pula dalam batang tubuh yaitu 

dalam Bab XIII khususnya dalam Pasal 28 dan 31 serta di dalam Bab XIV.34

Ciri utama dari negara kesejahteraan adalah munculnya kewajiban pemerintah 

untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi  warganya.35 Negara kesejahteraan 

(welfare state) merupakan bentuk konkret dari  peralihan  prinsip staatsonhouding,

yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi 

dan sosial masyarakat, menjadi staatsbemoenienis yang menghendaki negara dan 

pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan  sosial masyarakat, sebagai 

wujud  langkah pemerintah dalam mencapai kesejahteraan umum, disamping 

                                                          
34 Daniel Hendrawan, “Analisis Yuridis Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai 

Bagian dari Perwujudan Negara Kesejahteraan”, Sumber : http://m.leimena.org/id/page/v/548/analisis-
yuridis-percepatan-pembangunan-daerah-tertinggal-sbg-bag-dr-perwujudan-negara-kesejahteraan,
diakses pada tanggal 6 Februari 2013.

35  Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Rajawali Pers, 2008,  hlm.15.
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tugasnya untuk memelihara  ketertiban dan  keamanan (rust en orde) dalam

masyarakat. 36

Keterlibatan aktif negara dan pemerintah dalam kehidupan ekonomi dan sosial 

masyarakat untuk mencapai kesejahteraan umum salah satunya diwujudkan dengan 

pembentukan berbagai produk hukum yang dapat mendukung terselenggaranya 

aktivitas perekonomian masyarakat  dengan lancar. Produk hukum tersebut harus 

dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum khususnya dalam penyelesaian 

berbagai masalah yang mungkin muncul dalam penyelenggaran aktivitas 

perekonomian masyarakat.   Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam hal ini merupakan 

salah satu contoh produk hukum yang dibentuk dalam rangka memberikan 

perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelesaian masalah  utang piutang. 

Melalui pembentukan undang-undang ini diharapkan penyelesaian masalah utang 

piutang dapat berjalan dengan lebih baik sehingga aktivitas perekonomian masyarakat 

Indonesia juga dapat terselenggara dengan lancar.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat bahwa permasalahan dalam bidang hukum kepailitan khususnya 

mengenai actio pauliana masih cukup luas, maka dipandang perlu untuk mengadakan 

pembatasan terhadap ruang lingkup pembahasan sehingga analisis yang dilakukan  

menjadi lebih terarah, dan tujuan dari analisis dapat tercapai. Sehubungan dengan hal 
                                                          

36 Ibid.
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tersebut maka pembahasan pada penelitian ini hanya akan dibatasi pada hal-hal yang 

menyangkut mengenai sistem pembuktian terhadap suatu tindakan debitur yang dapat 

dinyatakan memenuhi syarat-syarat berlakunya actio pauliana beserta dengan 

kelemahan-kelemahan actio pauliana itu sendiri, yang dalam hal ini ditinjau dari 

beberapa putusan putusan pengadilan yaitu :

1. Putusan No : 16 K/N/2000

2. Putusan No : 018 PK/Pdt.Sus/2007

3. Putusan No : 017/K/N/2007

4. Putusan No : 305 K/Pdt.Sus/2008

5. Putusan No : 012 PK/N/2000

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan  adalah penelitian hukum  normatif (yuridis 

normatif). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.37 Penelitian hukum 

normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktriner, sebab penelitian ini hanya 

dilakukan  pada peraturan-peraturan yang berbentuk tertulis atau bahan-bahan hukum 

yang lain.38

                                                          
37 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,

Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 13-14.
38 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek,  Jakarta : Sinar Grafika, 1998, hlm. 13.
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2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa macam pendekatan yaitu pendekatan 

pendekatan  undang-undang (statute approach), pendekatan kasus, pendekatan 

konseptual.

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
39

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu dilakukan dengan 

cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut 

dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Melalui kegiatan penelaahan 

terhadap undang-undang dan regulasi tersebut, maka akan diperoleh 

argumen-agumen untuk memecahkan permasalahan hukum yang sedang 

dihadapi yaitu dalam hal ini terkait dengan permasalahan perlindungan 

kreditur kepailitan melalui actio pauliana.

b. Pendekatan kasus40

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-

kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah  menjadi 

putusan pengadilan  yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal yang 

menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau

reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu 

putusan.

                                                          
39 M.Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 

2007, hlm.58.
40 Ibid.
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c. Pendekatan konseptual41

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin  

yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari dan 

mendalami berbagai pandangan dan doktrin yang terdapat di dalam ilmu 

hukum, diharapkan peneliti akan dapat menemukan ide-ide yang melahirkan 

berbagai konsep dan pengertian  hukum, serta asas-asas hukum yang relevan 

dengan permasalahan yang dihadapi.

3. Teknik Pengumpulan Bahan

Kegiatan pengumpulan bahan dilakukan dengan menggunakan teknik studi pustaka 

dan penelitian lapangan.

a. Studi Pustaka  (Library Reseach)

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang 

berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta 

dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. 42

                                                          
41 Ibid., hlm. 60.
42   Berbagai informasi  tertulis tersebut antara lain dapat berupa :

1. Pembuat undang-undang negara, produk hukumnya disebut perundang-undangan.
2. Pengadilan, produk hukumnya disebut putusan hakim (yurisprudensi).
3. Para pihak berkepentingan, produk hukumnya disebut kontrak, konvensi.
4. Penulis hukum, produk hukumnya disebut buku ilmu hukum.
5. Peneliti hukum, produk hukumnya disebut laporan penelitian yang termuat dalam jurnal 

hukum.
6. Pengamat hukum, produk hukumnya disebut tinjauan hukum yang termuat dalam media 

cetak.
Informasi tertulis yang diperoleh dari sumber-sumber di atas lazim disebut bahan hukum 

(law material). Dikutip dalam Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : PT. 
Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 81-82.
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Melalui studi pustaka ini akan diperoleh data sekunder yang dapat berupa 

:43

1) Bahan - bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang 

mengikat seperti peraturan perundang-undangan dalam hal ini 

berupa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan 

yurisprudensi.

2) Bahan - bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang 

memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti 

rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil 

karya dari kalangan hukum, dan lain sebagainya.

3) Bahan - bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang 

memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder, atau yang lebih dikenal dengan sebutan bahan 

acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum seperti 

misalnya abstrak perundang-undangan, ensiklopedia hukum, 

direktori pengadilan, dan seterusnya.

b. Penelitian Lapangan

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data adalah studi 

kepustakaan yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang sudah dalam bentuk 

tertulis yang disebut “bahan  hukum”, namun adakalanya penelitian 

kepustakaan dilengkapi dengan data lapangan yang sifatnya sebagai 

                                                          
43 Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 13.
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pelengkap atau pendukung.44 Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam 

penelitian ini selain melakukan studi pustaka (Library Research), sebagai

penguat analisis juga akan dilakukan penelitian lapangan dengan cara 

wawancara langsung  kepada para pihak terkait, sehubungan dengan 

permasalahan dalam penelitian ini. Wawancara akan dilakukan dengan :

1) Bapak Bahrul Ilmi Yakub, SH.,MH., CGL

2) Bapak Yose Rizal, S.H.,M.H

4.    Pengolahan Bahan

Setelah bahan-bahan yang diperlukan terkumpul maka selanjutnya akan 

dilakukan pengolahan bahan, yaitu dengan cara :45

a. Pemeriksaan bahan (editing)

Pemeriksaan bahan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengoreksi apakah bahan yang terkumpul (dapat berupa literatur, 

perundang-undangan, putusan-putusan hakim yang terkait dengan actio

pauliana) sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai atau relevan dengan 

permasalahan.

                                                          
44 Usmawadi, Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum, Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang 

Hukum, Palembang : Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2012, hlm 268.
45 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm.  126.
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b. Penandaan bahan (coding)

Penandaan bahan dilakukan dengan cara memberi catatan atau tanda pada 

bahan-bahan yang diperoleh yang menyatakan :

1. Jenis sumber bahan, yaitu apakah bahan tersebut berupa literatur, 

perundang-undangan, putusan-putusan hakim, atau jenis sumber 

bahan lainnya.

2. Dalam hal bahan yang diperoleh berupa literatur-literatur, 

penandaan bahan dilakukan dengan cara memberi catatan atau 

tanda yang menyatakan pemegang hak cipta (nama penulis, 

tempat dan tahun penerbitan, dan  lain sebagainya).

3. Dalam hal bahan yang diperoleh berupa putusan-putusan hakim, 

penandaan dilakukan dengan cara memberi catatan atau tanda 

yang menyatakan tingkat pengadilan, nomor putusan, inti dari  

amar putusan (dikabulkan atau ditolak) serta dasar pertimbangan 

hakim dalam memutuskan.

c. Rekonstruksi bahan (reconstucting)

Rekonstruksi data dilakukan dengan cara  menyusun ulang bahan yang 

diperoleh secara berurutan, teratur, dan logis, sehingga mudah dipahami 

dan diinterpretasikan. Terhadap bahan-bahan yang diperoleh dalam 
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bentuk putusan hakim, rekonstruksi dilakukan dengan cara memisahkan 

putusan hakim sesuai dengan amar putusannya (apakah diterima atau 

ditolak) serta menyusun ulang putusan tersebut sesuai dengan tingkatan 

dan tahun putusan.

d. Sistematika bahan (sistematizing)

Penyusunan sistematika bahan dilakukan dengan menempatkan bahan 

menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah yang 

telah ditentukan dalam penelitian ini.

5. Analisis Bahan

Analisis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat analisis 

kualitatif yang dilakukan dengan cara mengkaji konsep, pengertian, asas-asas, teori-

teori, doktrin-doktrin dari  para ahli yang terdapat dalam bahan hukum yang diperoleh

dan digunakan sebagai landasan dalam menjawab  permasalahan dalam penelitian ini.

Selain itu dalam penelitian ini juga dilakukan analisis bahan berupa penafsiran 

terhadap ketentuan pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 

khususnya terhadap  pasal-pasal yang berkaitan dengan actio pauliana. Berdasarkan

hasil analisis bahan yang diperoleh kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan 

melalui penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan suatu prosedur penaralan 

yang berpangkal pada suatu peristiwa umum yang kebenarannya telah diakui atau 
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diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat 

lebih khusus.46

                                                          
46Diana Purnamasari, “Berpikir Deduktif dan Induktif”, Sumber :

http://blog.unsri.ac.id/diana_purnamasari/filsafat-ilmu/berpikir-induktif-deduktif/mrdetail/168506/,
diakses pada tanggal 3 April 2012.
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